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5123 kapal dan menyiapkan SOM lainnya i melakukan pelayanan
‘“ 3 dan Sarpras persetujuan sarpas
Direkiur

Referensi :

o Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan
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PELAYANAN JASA DAN USAHA PELABUHAN

MENTERI

Menandatangani

Sertifikat Standar

DITJEN HUBLA

Menerima permohonan
Pelayanan Jasa dan
Usaha Pelabuhan dan
mendisposisikan

meneliti terkait
draft Surat
Keputusan/draft
Sertifikat Standar

—Approve

Menandatangani

Surat Keputusan

SESDITJEN HUBLA

Setuju

meneliti aspek legal

terkait draft Surat
Keputusan/draft
Sertifikat Standar

diperbaiki—!

DIT KEPELABUHANAN

Y

Menerima disposisi
Pelayanan Jasa dan
Usaha Pelabuhan dan
mennginstruksikan

Menelaah draft
Surat Keputusan/

draft Sertifikat
Standar

App

rove

PELAYANAN JASA DAN USAHA PELABUHAN

SUBDIT PELAYANAN JASA DAN USAHA
PELABUHAN/SUBDIT TATANAN DAN
PERENCANAAN PENGEMBANGAN
PELABUHAN

Menerima disposisi
Pelayanan Jasa dan
Usaha Pelabuhan dan
mennginstruksikan

Memverifikasi dan
mengevaluasi
dokumen
permohonan

enyusun dan
mengirimkan draft
Surat Keputusan/ |« Perbaikan

draft Sertifikat

Perbaikan—|

Standar

O

Perlu
pembayaran
Tersus Terbuka
Peragangan
Luar Negeri

HUB-11.03

Konsesi, DLKR/DLKP,
Pembangunan/Pengembangan
dan Pengoperasian Pelabuhan
Umum (APBN), Pemanfaatan dan —|
Pengoperasian
Garis Pantai

KSOP/UPP

Mengajukan
permohonan
Pelayanan Jasa dan
Usaha Pelabuhan

, Terminal Khusus/TUKS
Sementara, untuk melayani
kepentingan umum,
Terminal Khusus/TUKS 24 Jam dan
Terbuka Perdagangan Luar Negeri

Oi

BADAN USAHA

Mengajukan
permohonan

Pembangunan/Pengembangan

dan pengoperasian

Pelabuhan Umum (Swasta/BUMN)

Pelayanan Jasa dan
Usaha Pelabuhan

Membutuhkan dilengkapi/diperbaiki

Menerima

Sertifikat Standar

EKSTERNAL

BKPM

Mengajukan
permohonan

Pelayanan Jasa dan
Usaha Pelabuhan

Menerbitkan

Sertifikat Standar

|

Referensi :
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Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2021 Tentang
Peraturan Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2021 Tentang
Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang
Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2021 Tentang
Peraturan Menteri Perhubungan No 5 Tahun 2022 Tentang
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PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PERPANJANGAN PEMBANGUNAN / PERPANJANGAN PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TUKS

< Melakukan Persetujuan
& Terhadap Draft Hasil Evaluasi
0 ; Permohonan Pembangunan/
5 w . Pengembangan Terminal
E P~ Setuju
2 = Khusus/TUKS
[%)
>
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< <
§ § Melakukan Persetujuan Terhadap
= T Draft Hasil Evaluasi Permohonan X Tidak
= i Pembangunan/Pengembangan 'da
Z = Terminal Khusus/TUKS
gl 3
Z 7 Setuju
o
=
w
(C]
4
a
<Z( Melakukan Evaluasi Aspek
%’ % Legal Terhadap Permohonan
§ 3 Pengembangan Terminal X Tidak
< ; Khusus/TUKS dari badan
o < Usaha Setuju
o Q
> &
z
P4
=) Setuju
o
4
<
[22]
Z| 3
e =
Z <
I
g = Melakukan Persetujuan
§ é Terhadap Draft Hasil
< & Evaluasi Permohonan
a w T
< o Pembangunan/ b Tidak
% E Sesuai Pengembangan Terminal
< w Khusus/TUKS
9 (]
= =)
o
>
w
[C]
g «
[« 9
S| =
<z( = Melakukan Evaluasi Teknis
8 <Zt Terhadap Kelengkapan Berkas
<Z( = Permohonan Pembangunan/ X Tidak
g E Pengembangan Terminal
w = Khusus/TUKS dari Badan
& a
o
>
(%]
Mene;::s:nPirgﬁ;\onan Menerbitkan Kode Billing PNBP HUB-11.03 Menerbitkan Sertifikat
b g inal Atas Penerbitan Sertifikat Standar PENGELOLAAN Standar Pembangunan/
= ORI U Pembangunan/Pengembangan Pengembangan Terminal
= Khusus/UKSMelaluiiaplikast Terminal Khusus/TUKS FIEFDANBEY Khusus/TUKS
= SEHATI Ditjen Hubla
&
Pembangunan/Pengembangan/
Perpanjangan Pembangunan/
=4 Perpanjangan Pengoperasian | buhi
Z Terminal Khusus/TUKS Belum memebuhi persyaratan
5
4
- Mengusulkan atau Mengajukan
Permohonan Pembangunan/ . »
}( O—- Pengembangan Terminal Khusus/ Menerima sertifikast O
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; Perhubungan Laut
<<
a
<<
o
Direktur Kepelabuhanan,
Referensi :
Peraturan

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Peraturan Pemerintah Nomor PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
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PENGOPERASIAN / PENYESUAIAN / PERPANJANGAN PENGOPERASIAN / PENDAFTARAN TERMINAL KHUSUS/TUKS

=
I~ <
<Zt <Zt Melakukan Persetujuan
7 % Terhadap Hasil Evaluasi
% % —  Permohonan Pendaftaran/ X
% o Penyesuaian/Perpanjangan
% 2 Terminal Khusus/TUKS
o = Setuju
55
<Zt E = Melakukan Evaluasi
= E % Terhadap Permohonan
B — Pendaftaran/Penyesuaian/ X > Tidak Setuju (Pendaftaran dan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS)
E 2 <Z,: o Perpanjangan Terminal
~3 O Khusus/TUKS
=2 o <
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£ = Memenuhi syarat S . : . .
5 g Setuju (Penyesuaian/Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS)
> <
E 0 %)
=
=5 = Melakukan Evaluasi
% <ZE Terhadap Permohonan
5 g Pendaftaran/Penyesuaian/ X D= Tidak—
B w Perpanjangan Terminal
8 = Khusus/TUKS
= o
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(%]
Menerbitkan Sertifikat Standar
S Meneruskan Permohonan ¥ -
5 Pendaftaran/Penyesuaian/ -11. v Pendaftaran/Penyesuaian/
o Perpanjangan Terminal PENGELOLAAN <X >—— Perpanjangan Pengoperasian
g P KP:usEs/TUKS PNBP DAN BLU Terminal Khusus/
TUKSTerminal Khusus/TUKS
A
|
<
P
o
=
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E Mengajukan Permohonan
(%] q
; O—> Pclejr;c:aftaran/Penyesu?laT/ < Menerima sertifikat O
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= Khusus/TUKS
o
Referensi : Direktur Kepelabuhanan,
Peraturan

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinnan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Transportasi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
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PENYIAPAN DATA DUKUNG TEKNIS KPBU SEKTOR KEPELABUHANAN

Menerima surat pernyataan maksud
= (Letter of Intent) tekait minat kerja
E —— 1 sama melalui skema KPBU beserta
g dokumen pendukung dan memberikan
arahan untuk ditindaklanjuti
Menakoordinasikan surat Menerima hasil evaluasi dan surat
minagt dan mengevaluasi persetujuan pemrakarsa serta
= enyusunan Rencana, e menyampaikan usulan KPBU HUB-04.01.CFM.03 HUB-04.01.CFM.04
= )>—><4> A di SurSHminat HUE.08. 01 CFM.0F HUB.04 01 CP.02 TRANSAKS| PEVIBIAYAAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
[ MEEERIEIR), Sl Qsesuai P‘:::C RS o e X INFRASTRUTUR TRANSPORTASI INFRASTRUTUR TRANSPORTASI
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I |
=)
3
o ——— Penyusunan Renca_na, 3
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b w i s menerbitkan surat
= E persetujuan pemrakarsa serta
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=
4
=
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2
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= t
% = — {
=E3% -
E Z 2 5 g Penyusunan Rencana, Melakukan evaluasi studi
E S g I Anggaran, studi L+ Melakukan Evaluasi|—! kelayakan dan dokumen
= é s g pendahuluan dan pendukung studi kelayakan
E o 6 O konsultasi publik serta penjajakan minat pasar
2=z ° E—
w g o Tidak sesuai
&
S .
> Surat Persetujuan
Q calon pemrakarsa
= (Letter to Proceed)
2 Menerima hasil
S E evaluasi
[-%
S
Surat Pemberitahuan
Penolakan
o
7 i Melakukan penyiapan
<_z':' § 'I:/le‘ngaJUkan mlmlalF I DY LETIELD R0 Dokumen stUSi Kgllasakan
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Referensi : Direktur Kepelabuhanan,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2021 Tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhand engan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
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